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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia tengah menghadapi permasalahan serius terkait kekerasan 

seksual terhadap anak yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke 

tahun. Dampak psikologis yang dialami korban sangat berat, meliputi 

tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi, ketakutan, serta berbagai 

gangguan kesehatan mental lainnya. Situasi ini diperparah dengan adanya 

praktik relasi kuasa yang kuat di Indonesia, yang turut mendorong 

eskalasi signifikan pada jumlah kasus kekerasan seksual dengan berbagai 

bentuk kekerasan yang kompleks.
1
 

Di masyarakat Indonesia, isu kekerasan seksual sudah lama menjadi 

perbincangan. Saat ini, banyak sekali oknum di Indonesia yang 

melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa atau anak- 

anak. Dalam kasus kekerasan seksual, kesehatan mental korban juga 

secara halus diserang selain kekerasan fisik. Dibandingkan dengan 

kekerasan fisik yang dialami korban, dampak psikologis kekerasan 

seksual lebih sulit dihilangkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama 

 

 

 

 

 

1
 Mushfiq Khamdani, “Psychological impact of early childhood development 

due to sexual violence,” Jurnal Of Creativity Student, Vol. 6 No. 2, (2021), hlm.192. 

 

1 



2 
 

 

untuk di atasi agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang 

dialaminya.
2
 Berbagai kejahatan yang terjadi saat ini dilatarbelakangi 

oleh perkembangan ekonomi yang tidak merata, keadaan keluarga yang 

tidak menguntungkan (disfungsi rumah), perkembangan teknologi yang 

dipengaruhi oleh lingkungan, ketidaktahuan umum dan kurangnya 

supremasi hukum. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 

berkembang yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam 

memerangi kejahatan. Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan 

yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun 

terakhir, khususnya pelecehan seksual fisik dan non fisik, perkosaan, 

ketidaksenonohan dan pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan 

seksual semakin krisis dan meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku dan 

korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak.
3
 

Secara umum kekerasan mencakup berbagai bentuk agresi yang 

dapat merugikan individu, sedangkan kekerasan seksual adalah subset 

dari kekerasan yang berfokus pada tindakan seksual yang tidak 

diinginkan dan merugikan. Kekerasan seksual yang dibahas penelitian ini 

adalah yang terjadi pada anak. Pelecehan seksual pada anak (Child Sexual 

Abuse) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil 

bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk 

berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas termasuk selesai 

2
 Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, “Perlindungan hukum terhadap 

korban pelecehan seksual,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 

hlm. 62. 
3
 Bagong Suyatno, 2016, “Masalah Sosial Anak”, Jakarta : Prenamedia Group, 

hlm. 248. 
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atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non- 

kontrak dengan seorang anak oleh or ang dewasa.
4
 

Pelecehan Seksual yang menjadi sebuah permasalahan hukum yang 

sering kali terjadi didalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu 

bentuk kejahatan yang marak terjadi terhadap kesusilaan yang sangat 

kejam adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan, 

persetubuhan, dan pencabulan. Akhir-akhir ini sedang maraknya terjadi 

kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. 

Dari tahun ke tahun kasus tersebut sering saja terjadi dan tidak pernah 

ada habisnya. Semakin banyak perempuan dan anak yang menjadi korban 

atau target oleh pelaku kekerasan seksual. 

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi diperkotaan, dijalanan serta di 

wilayah privat seperti dirumah maupun sekolah. melainkan sering juga 

terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan 

keluarga, seperti kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan 

ekonomi, serta kekerasan fisik. Dari mulai orang yang dikenal maupun 

orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. 

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah sebuah perilaku yang 

bersifat lebih condong keseksual dan atau suatu hal yang tidak diinginkan 

dan juga berakibat kerugian pada korban. 

Data pemantauan menunjukkan peningkatan kasus yang drastis. 

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 419 kasus pada 
 

4
 Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam 

Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia,” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum 

Indonesia Law Journal 2, no. 1 (2022): hlm. 26-27. 
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tahun 2020, meningkat hampir dua kali lipat menjadi 859 kasus di tahun 

2021. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak 

(selanjutnya di sebut dengan SIMFONI PPA) bahkan melaporkan angka 

yang lebih tinggi sebanyak 1.848 kasus dalam periode Januari hingga 19 

Juni 2020. Sepanjang tahun 2021, SIMFONI PPA mencatat lonjakan 

signifikan hingga 7.004 kasus, dan dalam dua bulan pertama tahun 2022 

saja telah terdapat 776 kasus kekerasan seksual terhadap anak.
5
 

Kondisi yang sangat memprihatinkan ini menjadi salah satu faktor 

pendorong urgensi diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya di sebut UU 

TPKS) sebagai Ius Constitutum memiliki peran untuk menyeimbangkan 

konflik kejahatan seksual di Indonesia yang praktiknya sudah tentu 

memprihatinkan. Selain data kasus Kekerasan Seksual dari Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adapun berdasarkan Rekapitulasi 

data kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 

2021, 2022, dan 2023 yang didapat dari Dinas Pemberdayaan 

Perlindungan Perempuan dan Anak (Selanjutnya di sebut dengan DP3A) 

Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
 Amodra Mahardika Putra Widianto dan Aji Lukman Ibrahim, “Sanksi 

Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan 

Tindakan Kebiri Kimia,” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 

17, no. 3 (2023): hlm 40. 
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Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) Kabupaten Musi Banyuasin 

 

 

Tabel 1.1 

 

Rekapitulasi Kekerasan Perempuan dan Anak Pada Pelayanan 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2021 - 2023) 

 

No. Jenis Kasus Tahun 

 

2021 

Tahun 

 

2022 

Tahun 

 

2023 

1. 
Kekerasan dalam Rumah 

 

Tangga (KDRT) 

13 22 25 

2. Pemerkosaan 3 5 6 

3. Penganiayaan 8 14 28 

4. Menyetubuhi Anak 15 16 13 

5. Penculikan 0 0 0 

6. 
Pengeroyokan/Penganiayaan 

 

Anak 

7 8 11 

7. Pencabulan Anak 4 15 27 

8. Penelantaran Keluarga 0 1 4 

9. 
Mempekerjakan Anak di 

Bawah Umur 
0 0 3 

10. Perzinahan 1 0 3 

11. Kekerasan Lainnya 7 27 31 

TOTAL 58 108 161 
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Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) Kabupaten Musi Banyuasin 

 

 

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah 

Rekapitulasi Kekerasan Perempuan dan Anak Pada Pelayanan Bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin dari 

Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Data menunjukkan terdapat kenaikan, di tahun 2021 data anak 

korban kekerasan berada di angka 28 Anak, dimana di tahun 2022 data 

anak korban kekerasan berada diangka 52 Anak sedangkan di tahun 2023 

data anak korban kekerasan berada diangka 80 Anak. Hal ini menunjukkan 

Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 

catatan khusus untuk Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menangani 

kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Musi Banyuasin. 

Tabel 1.2 

 

Tabel (Rekapitulasi Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak 

Pada Pelayanan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 - 2023) 

 

No. Jenis Kasus Tahun 

 

2021 

Tahun 

 

2022 

Tahun 

 

2023 

1. Pemerkosaan 3 5 6 

2. Menyetubuhi Anak 15 16 13 

3. Pencabulan Anak 4 15 27 

TOTAL 22 36 46 



7 
 

 

Tabel diatas menunjukkan data mengenai jenis-jenis kasus 

kekerasan seksual dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tabel 

sebelumnya menjelaskan rekapitulasi data keseluruhan kasus kekerasan 

pada perempuan dan anak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 akan 

tetapi pada penelitian ini fokus pada tiga jenis kasus kekerasan seksual 

yaitu : Pemerkosaan, Menyetubuhi anak, dan Pencabulan anak. 

Selanjutnya akan membahas implementasi pelaksanaan rehabilitasi 

mental anak korban kekerasan seksual sudah dijalankan dengan baik atau 

belum oleh DP3A Kabupaten Musi Banyuasin. 

Berdasarkan jumlah kasus yang telah dijabarkan diatas, penulis 

menggunakan data pendukung dengan merujuk pada data kasus 

kekerasan terhadap anak yang terdapat di DP3A Kabupaten Muara Enim. 

Adapun perbandingan dari kedua data tersebut dapat di jabarkan melalui 

tabel berikut ini : 

Tabel 1.3 

 

Perbandingan Data Kasus Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten 

Muara Enim Tahun 2024 

No. Jenis Kekerasan DP3A Musi 

Banyuasin 

DP3A Muara 

Enim 
Ket. 

1. Kekerasan Seksual 

anak 

28 36 Termasuk 

Pelecehan, 

Persetubuha 

n, 

Pemerkosaa 
n, 
Pencabulan 

2. Kekerasan Fisik 6 10 Penganiayaa 
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 anak   n 

3. Penelantaran anak 4 4 Anak 

ditinggal 

atau tidak 

dipenuhi 

kebutuhanny 

a 

4. Kekerasan Lainnya 51 3  

Total 89 53 Laporan 

Data DP3A 

Tahun 2024 

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim 

Data diatas menunjukkan rekapitulasi total jumlah kasus kekerasan 

terhadap anak secara umum yang tercatat di DP3A Kabupaten Musi 

Banyuasin mencapai 89 kasus, sementara di Kabupaten Muara Enim 

tercatat 53 kasus. Secara kuantitatif, angka tersebut menunjukkan bahwa 

Kabupaten Musi Banyuasin menangani jumlah kasus yang jauh lebih 

tinggi. Akan tetapi jumlah kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten 

Muara Enim lebih tinggi yakni berjumlah 36 kasus dibanding di 

Kabupaten Musi Banyuasin yang berjumlah 28 kasus. Namun demikian, 

hal ini tidak semata-mata menunjukkan tingginya pelaporan masyarakat, 

melainkan juga mencerminkan adanya keterbatasan dalam upaya 

pencegahan dan pemulihan yang efektif.
6
 

Kabupaten Muara Enim, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak telah menyediakan pelayanan dan fasilitas yang 

memadai. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu 

Arsika Saibana, S.KM., M.M. Selaku Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan 

6
 Data Awal Diambil Dari Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di 

Kabupaten Musi Banyuasin Dan Kabupaten Muara Enim 
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim yang 

menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Muara Enim telah diakui secara resmi karena telah 

memperoleh sertifikat Kabupaten Layak Anak (Selanjutnya disebut KLA) 

dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Selanjutnya disebut KemenPPPA) Republik Indonesia. Dan memiliki 

SDM dan fasilitas memadai seperti adanya tenaga psikolog klinis, tenaga 

ahli hukum, Pekerja Sosial atau Peksos, dan Mediator serta sudah ada 

rumah singgah yang dirancang untuk perempuan termasuk anak-anak 

korban kekerasan seksual. Sedangkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin secara pelayanan, 

SDM, dan Fasilitas kurang memadai. Secara pelayanan, SDM dan Fasilitas 

ini memungkinkan pelaksanaan rehabilitasi mental yang lebih efektif dan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak.
7
 

Oleh karena itu pemilihan lokasi penelitian diambil dari data kasus 

kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Musi Banyuasin dan 

kapasitas pelayanan dengan tingkat kebutuhan perlindungan di daerah 

tersebut. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten  Musi  Banyuasin,  guna  mengevaluasi  efektivitas  sistem 

perlindungan dan merumuskan strategi pemenuhan hak atas rehabilitasi 
 

7
 Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Arsika Saibana,M.M. Kepala UPTD 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim, 

Senin, 02 Juni 2025. 
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yang lebih komprehensif dan responsif. 

 

Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi tantangan serius dalam 

pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual, khususnya 

terkait hak atas pemulihan rehabilitasi mental dan sosial. Meskipun 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual telah menggariskan hak-hak tersebut, 

implementasinya di Kabupaten Musi Banyuasin masih jauh dari optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Musi Banyuasin 

bahwa pelaksanaan rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan 

seksual terhambat oleh keterbatasan dana, sumber daya manusia (SDM), 

dan fasilitas yang kurang memadai.
8
 

Perbedaan yang mencolok antara kedua wilayah ini menyoroti 

adanya disparitas dalam pelaksanaan hak anak korban kekerasan seksual 

di tingkat lokal. Kabupaten Musi Banyuasin dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh 

banyak daerah lain di Sumatera Selatan yang memiliki keterbatasan 

serupa. Dengan meneliti Kabupaten Musi Banyuasin, diharapkan dapat 

diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. 

Dalam kasus trauma kekerasan seksual pada anak hal ini semakin 
 

 

8
 Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Mursida, Kabid PPA (Perlindungan 

Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa, 26 November 

2024. 
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berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Karena daya ingat anak lebih 

kuat dibandingkan dengan orang dewasa, apabila anak sudah mengalami 

perasaan trauma penanganannya pun harus lebih ekstra. Jika penanganan 

yang diberikan tidak maksimal maka anak bisa menjadi korban kembali 

dari kekerasan seksual bahkan bisa menjadi lebih buruk lagi seperti 

terjun kedalamdunia prostitusi, seks bebas, penyalahgunaan zat, dan lain 

sebagainya yang bisa merugikan dirinya dan orang lain.
9
 

Salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi dan hak anak 

korban kekerasan seksual adalah dengan pemberian layanan 

perlindungan dan pemulihan. Terdapat beberapa lembaga baik 

pemerintah maupun non pemerintahan yang mengupayakan adanya 

pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah 

lembaga pemerintah di DP3A yang merupakan perpanjangan tangan dari 

Pemerintah yang bertugas pada pendampingan hukum dan pemulihan 

bagi perempuan dan anak korban kekerasan, satu diantaranya adalah 

kekerasan seksual.
10

 

Trauma akibat peristiwa kekerasan seksual terhadap anak sangatlah 

berpengaruh terhadap pertumbuh kembangannya. Perlunya pemulihan 

trauma terhadap korban kekerasan seksual agar tidak menimbulkan 

dampak yang lebih buruk lagi dikehidupannya. Pemulihan trauma dari 

 

9
 Mushfiq Khamdani, “Psychological impact of early childhood development 

due to sexual violence,” Jurnal Of Creativity Student, Vol. 6 No. 2, (2021), hlm.197. 
10

 Rendy Rahman dan Lisbet Situmorang, “Peran dinas pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak dalam memberikan bantuan penanganan korban 

kekerasan seksual pada anak di kota samarinda,” e-Journal Pembangunan Sosial, 

Vol.12, No.3 (2024): hlm.102. 
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DP3A selalu memberikan layanan healing untuk para korban 

memulihkan mentalnya seperti pada kasus anak korban kekerasan 

seksual yang dihamili oleh ayah tirinya sendiri. Berdasarkan data yang 

didapat melalui wawancara dengan kepala bidang PPA Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi 

Banyuasin menyebutkan bahwa anak korban tersebut telah disetubuhi 

oleh ayah tirinya sejak dibangku SMP atau sekitar umur 12 Tahun, dan 

kasus tersebut baru terungkap saat anak tersebut sudah dibangku kelas 1 

SMA, anak korban tersebut mengalami gangguan mental dimana ia 

merubah penampilan dirinya menjadi seperti laki-laki hal itu dibuktikan 

dengan ia memotong rambutnya sendiri dengan gaya seperti laki- laki 

dan mengubah cara berpakaiannya pun seperti laki-laki.
11

 

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Selatan, 

Kabupaten Musi Banyuasin menempati peringkat ke-6 dari 17 

kabupaten/kota dengan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan 

dan anak yang tinggi.
12

 Meskipun tidak masuk dalam tiga besar, kasus 

kekerasan seksual tetap menjadi perhatian, seperti kasus viral di 

kabupaten Musi Banyuasin yakni seorang oknum guru SD yang 

berulang kali menyetubuhi muridnya sendiri. Kasus ini terjadi 

dilatarbelakangi  dengan  Pelaku  menjalankan  aksinya  dengan 

 

11
 Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Mursida, Kabid PPA (Perlindungan 

Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa, 26 November 

2024. 
12

 Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, “Persentase Korban Kekerasan 

Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin 

(Persen) 2023”, dalam https://search.app/vsY5YcQjd5VN47dy8, diakses pada hari 

Jum’at, tanggal 24-01-2025, Pukul : 10.00 WIB. 

https://search.app/vsY5YcQjd5VN47dy8
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mengiming-imingi korban akan memberikan nilai tinggi asalkan mau 

berhubungan badan dengannya. Di hadapan polisi, pelaku tersebut 

mengaku sudah 7 kali memperkosa korban di rumah gadis malang itu 

dan di ruangan UKS sekolah. Kasus ini menyebabkan trauma berat pada 

anak korban sehingga menimbulkan luka yang dalam bagi anak korban 

dan membutuhkan perhatian khusus dari DP3A Musi Banyuasin serta 

pemerintah setempat.
13

 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor penyebab 

peringkat tersebut apakah karena kurangnya eksposur terhadap data 

kenaikan kasus, seperti fenomena gunung es, atau ada faktor lain yang 

perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan kasus tersebut tentunya perlu 

adanya Pemenuhan Hak atas Pemulihan mental untuk korban pada anak 

ini memerlukan pendampingan hukum, medis, psikolog, dan kabid PPA 

Pemberian pendampingan yang diberikan untuk pemulihan trauma 

kepada korban dirasa masih kurang efektif. Korban masih merasakan 

takut pada saat persidangan berlangsung ditunjukkan alat bukti pelaku 

untuk melakukan pelecehan seksual pada saat kejadian (selang untuk 

pencabulan). Sehingga, agar korban pelecehan seksual dapat hidup 

bebas dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang 

merendahkan harkat dan martabat manusia, maka sangat penting bagi 

negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang layak 

 

13
 Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Mursida, Kabid PPA (Perlindungan 

Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa, 26 November 

2024. 
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kepada mereka.
14

 

 

Pengaturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 76 huruf C mengenai Implementasi perlindungan korban 

kekerasan seksual terhadap anak adalah mengupayakan kenyamanan 

anak dan menyediakan konsultasi psikolog untuk mengembalikan 

mental anak dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan 

bahwasannya : 

“ Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
67 ayat (1) huruf c meliputi : 

a. Rehabilitasi medis; 

b. Rehabilitasi mental dan sosial; 

c. Pemberdayaan sosial; 

d. Restitusi dam/atau kpmpensasi; dan 

e. Reintegrasi sosial”. 

 

Pemenuhan hak korban atas pemulihan yang telah di jabarkan di 

atas di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut UPTD PPA) yang memiliki 

tugas dalam memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi 

sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, hal ini tertuang 

dalam pasal 76 ayat (3) huruf e UU TPKS. UPTD PPA merupakan salah 

 

14
 Rida Madyana dan Safik Faozi, “Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi 

Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG),” 

UNES Law Review 6, no. 1 (2023), hlm. 428. 
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Database Peraturan JDIH BPK, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

 

 

satu unit yang diselenggarakan melalui DP3A, hal ini tertuang dalam 

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Untuk mengembalikan apa yang diambil pelaku, korban juga 

harus diberi kompensasi, termasuk rehabilitasi, sedangkan pengertian 

rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah upaya yang ditujukan terhadap 

korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi 

fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali 

secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun 

masyarakat.
15

 

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak 

korban kekerasan seksual. Sesuai dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- 

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni 

pada Pasal 69A yang menyebutkan bahwa Perlindungan  Khusus 

bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : 

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai 

kesusialaan; 
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16
 Tim Penyusun, 2018, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik 

Indonesia UU Perlindungan Anak, Yogyakarta : Laksana, hlm. 111. 

 

 

b. Rehabilitasi sosial; 

 

c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 

dan 

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaanmulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 

pemeriksaan di sidang pengadilan
16

 

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan ini ke dalam tesis yang berjudul : “Pemenuhan Hak Atas 

Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Musi Banyuasin)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dalam tesis ini, maka penulis 

merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah : 

1. Bagaimana Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan 

Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Sebagai Korban 

Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi Banyuasin ? 

2. Bagaimana Mekanisme Pemenuhan Hak Atas Pemulihan 

RehabilitasiMental Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas PPPA 

Kabupaten Musi Banyuasin ? 

3. Bagaimana  Optimalisasi  Perlindungan  Hukum  Anak  Korban 
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Kekerasan Seksual di Masa Mendatang ? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa tujuan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu : 

1. Untuk menganalisis Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap 

Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak 

Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

2. Untuk menganalisis Mekanisme Pemenuhan Hak Atas Pemulihan 

Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas 

PPPA Kabupaten Musi Banyuasin. 

3. Untuk menganalisis Optimalisasi Perlindungan Anak Korban 

Kekerasan Seksual di Masa Mendatang. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan 

mencakup : 

1. Manfaat Teoritis : 

 

a) Mahasiswa hukum dapat memanfaatkan penelitian sebagai 

sumber sumber daya pendidikan tentang Pemenuhan Hak Atas 

Pemulihan dan Rehabilitasi Mental yang diberikan olehhukum 
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pidana Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

b) Dapat menjadi panduan bagi sarjana hukum yang melakukan 

penelitian di bidang studi yang penulis tekuni ialah tentang 

Pemenuhan  Hak  Atas  Pemulihan  dan Rehabilitasi 

Mental Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam 

proses penyembuhan mental anak. 

2. Manfaat Praktis : 

Tulisan ini diharapkan mampu menyumbangkan suatu 

motivasi bagi anak korban kekerasan seksual untuk bangkit 

kembali dalam masyarakat serta mampu mengatasi segala 

permasalahan yang dihadapi. Selain itu korban diharapkan 

mengikuti rehabilitasi pemulihan trauma untuk kesehatan mental 

korban. 

3. Manfaat Akademis : 

 

Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum 

serta memberikan perlindungan hukum dan dukungan kesehatan 

mental bagi anak-anak korban kekerasan seksual guna 

mendapatkan perlindungan sesuai hukum yang berlaku serta 

bantuan untuk pulih dari trauma yang dialami. 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana 

hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui 
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dalam suatu masalah tertentu. Teori ini secara logis melakukan 

dokumentasi dari riset-riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area 

masalah yang sama secara umum. Dari kerangka teoritis, hipotesis, dapat 

dibangun untuk melihat apakah formula dari teori tersebut valid atau 

tidak
.17

 Teori ini digunakan untuk menjawab isu-isu yang akan dibahas. 

Beberapa teori yang akan diterapkan tercantum di bawah ini. 

1. Grand Theory 

Teori Hak Asasi Manusia 

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Hak Asasi 

Manusia. Menurut Eleanor Roosevelt, hak asasi manusia adalah hak yang 

melekat pada setiap individu sejak lahir. Ini mencakup hak untuk hidup, 

kebebasan, dan keamanan. Hak-hak ini tidak dapat dicabut dan harus 

dihormati oleh semua negara.
18

 Hak asasi manusia bersifat universal, 

artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa diskriminasi. 

Konsep ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang ras, 

jenis kelamin, atau status sosial, memiliki hak yang sama.
19

 Semua hak 

asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran 

terhadap satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya, sehingga penting 

untuk menjaga integritas semua hak.
20

 

 

17
 Ahsan Yunus Irwansyah, 2021, “Penelitian Hukum Pilihan Metode & 

Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi),” Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4, hlm. 

289. 
18

 Eleanor Roosevelt, 1948, "The Universal Declaration of Human Rights," 

United Nations. 
19

 Donnelly, Jack. 2013, "Universal Human Rights in Theory and Practice." 

Cornell University Press. 
20

 Langlois, Anthony J. 2015, "The Politics of Human Rights: A Global 

Perspective." Routledge. 
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Menurut Eleanor Roosevelt mengenai teori hak asasi manusia 

adalah sebagai berikut :
21

 

a. Hak untuk Hidup dan Keamanan: 

Setiap individu berhak untuk hidup dalam keamanan dan bebas 

dari ancaman kekerasan. Ini sangat relevan dalam konteks anak-anak 

yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hak untuk 

hidup dan keamanan adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh 

negara. 

b. Hak atas Kesehatan Mental: 

Eleanor Roosevelt menekankan pentingnya kesehatan mental 

sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak-anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pemulihan dan 

rehabilitasi mental yang memadai. Ini mencakup akses ke layanan 

kesehatan mental, konseling, dan dukungan sosial yang diperlukan 

untuk proses penyembuhan. 

c. Hak atas Keadilan: 

Setiap individu berhak untuk mendapatkan keadilan, termasuk 

akses ke proses hukum yang adil. Dalam konteks anak korban 

kekerasan seksual, ini berarti mereka harus dilindungi dalam proses 

hukum dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk 

menghadapi pelaku kejahatan. 

d. Hak untuk Berpartisipasi: 

Anak-anak memiliki hak untuk didengar dan terlibat dalam 
 

21
 Ibid, hlm. 124 
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proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup 

partisipasi dalam proses rehabilitasi dan pemulihan mereka, sehingga 

suara dan kebutuhan mereka dapat dipertimbangkan. 

Teori hak asasi manusia menurut Eleanor Roosevelt 

memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan 

mengatasi kebutuhan pemulihan dan rehabilitasi mental anak korban 

tindak pidana kekerasan seksual. Dengan menekankan hak-hak dasar 

yang melekat pada setiap individu, teori ini mendukung pentingnya 

perlindungan, pemulihan, dan partisipasi anak-anak dalam proses 

rehabilitasi.
22

 

Alasan peneliti untuk memilih teori hak asasi manusia sebagai 

grand theory sangat relevan dan fundamental. Teori ini menekankan 

bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak yang 

melekat dan tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan dan hak untuk rehabilitasi. Teori ini 

menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari 

kekerasan dan untuk mendapatkan pemulihan 

Teori hak asasi manusia ini menjawab rumusan masalah pertama 

dan ketiga. Teori ini memberikan landasan bahwa pemulihan 

rehabilitasi mental anak korban adalah bagian dari hak asasi yang 

harus dipenuhi oleh negara. Selain itu, teori ini juga mendasari 

pentingnya perlindungan hukum yang optimal di masa mendatang, 

dengan menekankan bahwa hak-hak anak harus diutamakan dalam 

22
 Lansdown, G. 2005, The Evolving Capacities Of Children, Unicef, hlm. 20. 
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setiap kebijakan dan praktik hukum. 

 

2. Middle Range Theory 

Teori Perlindungan Hukum 

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori 

perlindungan hukum. Teori tersebut merupakan perkembangan dari 

konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

yang berkembang pada abad ke-19.
23

 Gagasan hukum tertentu yang 

dapat diterapkan untuk mengatasi kesulitan hukum yang dikaji akan 

dicakup dalam teori perlindungan hukum.
24

 Menurut Soejadi, 

keberadaan asas hukum merupakan prasyarat bagi keberadaan norma 

hukum karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan etika 

yang menjadi pedoman dalam pembuatan hukum yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai sosiologis yang selaras dengan nilai-nilai budaya 

yang mengatur masyarakat, nilai-nilai yang selaras dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai filosofis yang 

dilandasi oleh rasa keadilan dan kebenaran.
25

 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum 

yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku 

 

23
 Nola, L.F. 2017, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi 

Tenaga Kerja Indonesia”, Jakarta : Negara Hukum 
24

 Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, 

Bandung : Ira Aditya Bakti, hlm. 153 
25

 Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, 2009, “Desain Industri : Perspektif 

Filsafat, Teori,dan Dogmatik Hukum”, Malang : Tunggal Mandiri, hlm. 80. 
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antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan 

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
26

 

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah 

dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan 

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang 

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial.
27

 Karena hukum berfungsi untuk 

melindungi kepentingan manusia, maka penegakan hukum harus 

memperhatikan empat komponen perlindungan hukum:
28

 

1. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit); 

2. Kemanfaatan hukum (Zewechmassigkeit); 

3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit); 

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit). 

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari 

tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut 

Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur 

perlindungan  dan  pembatasan  terhadap  berbagai  kepentingan 
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tersebut
29

. 

 

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum 

sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Teori perlindungan 

hukum menurut Sajipto Rahardjo mencakup dua aspek utama, yaitu :
30

 

1. Perlindungan Preventif 

 

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran hukum sebelum terjadi. Hal ini mencakup upaya-upaya 

yang dilakukan oleh negara atau lembaga hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada individu atau kelompok dari potensi ancaman 

atau pelanggaran hak. Dalam konteks ini, perlindungan preventif 

berfungsi sebagai langkah awal untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

2. Perlindungan Rehabilitatif 

 

Perlindungan rehabilitatif berfokus pada pemulihan hak-hak 

individu setelah terjadi pelanggaran. Ini mencakup tindakan hukum 

yang diambil untuk memperbaiki keadaan korban dan mengembalikan 

hak-hak mereka yang telah dilanggar. Perlindungan rehabilitatif 

sangat  penting  dalam  konteks  keadilan  sosial  dan  pemulihan 

 
 

 

Grafika. 
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masyarakat. 

 

Alasan peneliti untuk memilih Teori Perlindungan Hukum sebagai 

middle theory sangat relevan dan strategis. Teori ini berfokus pada 

bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi individu, terutama 

kelompok rentan seperti anak-anak, dari berbagai bentuk kekerasan dan 

pelanggaran hak. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, teori ini 

menekankan pentingnya adanya mekanisme hukum yang efektif untuk 

melindungi dan memulihkan hak-hak anak sebagai korban. 

Teori perlindungan hukum secara khusus untuk menjawab 

rumusan masalah pertama dan kedua. Teori ini membantu menganalisis 

bagaimana hukum tersebut diimplementasikan untuk mendukung 

pemulihan rehabilitasi mental anak. Selain itu, teori ini juga menjelaskan 

mekanisme pemenuhan hak atas pemulihan yang dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga memberikan 

gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil dalam 

praktik. 

3. Applied Theory 

Teori Rehabilitasi 

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas 

hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan teori rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya 

yang ditunjukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari 

gangguan  terhadap  kondisi  fisik,  mental,  dan  sosial,  agar  dapat 
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melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, 

anggota keluarga, maupun masyarakat. 
31

 

Teori rehabilitasi menurut Beatrice Wright menekankan bahwa 

pemulihan harus mencakup berbagai aspek, termasuk fisik, emosional, 

dan sosial. Dalam konteks anak korban tindak pidana kekerasan seksual, 

pemulihan mental menjadi sangat penting. Wright berargumen bahwa 

rehabilitasi harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, yang 

mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial anak, serta 

lingkungan di mana mereka berada. Beberapa prinsip utama dari teori 

rehabilitasi Beatrice Wright meliputi :
32

 

1. Pendekatan Holistik : Rehabilitasi harus mencakup semua aspek 

kehidupan individu, termasuk kesehatan mental, dukungan sosial, dan 

integrasi ke dalam masyarakat. Ini sangat penting bagi anak-anak 

yang telah mengalami trauma, karena mereka memerlukan dukungan 

yang komprehensif untuk memulihkan diri. 

2. Pemberdayaan Individu: Wright menekankan pentingnya 

memberdayakan individu dalam proses rehabilitasi. Anak-anak harus 

dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi pemulihan mereka, 

sehingga mereka merasa memiliki kontrol atas proses tersebut. 

3. Perlunya Dukungan Sosial: Teori ini juga menyoroti pentingnya 

 

31
 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual” pasal 1 ayat (2). 
32
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dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat dalam proses 

rehabilitasi. Lingkungan yang mendukung dapat mempercepat proses 

pemulihan dan membantu anak-anak merasa lebih aman dan diterima. 

Teori rehabilitasi ini berfokus pada pentingnya pemulihan mental dan 

sosial bagi individu yang menjadi korban, termasuk anak-anak yang 

mengalami kekerasan seksual. Wright menekankan bahwa rehabilitasi 

bukan hanya tentang mengembalikan individu ke kondisi fisik yang baik, 

tetapi juga tentang memulihkan martabat dan hak-hak mereka sebagai 

manusia yang utuh.
33

 

Alasan peneliti untuk memilih teori rehabilitasi dalam penelitian ini 

karena Teori ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam 

praktik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Dalam 

konteks pemulihan anak korban kekerasan seksual, teori ini menekankan 

pentingnya implementasi hukum yang efektif oleh institusi terkait, seperti 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk 

memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan mereka mendapatkan 

pemulihan yang layak. 

Teori Rehabilitasi ini dapat menjawab rumusan masalah kedua dan 

ketiga. Teori ini memberikan panduan tentang intervensi yang diperlukan 

untuk mendukung anak-anak korban dalam proses rehabilitasi. Selain itu, 

teori ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah 

konkret yang perlu diambil untuk mengoptimalkan perlindungan hukum 
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anak di masa mendatang, dengan menekankan pentingnya program 

rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan 

E. Penjelasan Konseptual 

Penjelasan konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. 

Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi 

merupakan suatu abstaksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri 

biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian 

mengenai hubungan dalam fakta tersebut.
34

 Penjelasan konseptual 

dimaksudkan untuk menghindari perbedan pengertian terhadap istilah- 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah 

beberapa definisi operasional dari teori-teori dan konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut: 

1. Pemenuhan Hak 

Pemenuhan hak korban adalah kewajiban Negara dan dilaksanakan 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak korban adalah hak atas 

penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, 

dan dinikmati oleh korban.
35

 

2. Pemulihan 

 

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, 
 

 

 

34
 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI Press, 

hlm. 132. 
35

 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 
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mental, spiritual, dan sosial korban.
36

 Pemulihan menurut Komnas 

Perempuan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan segera 

korban kekerasan seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, 

hukum dan psikososial, akan tetapi pemulihan mencakup penciptaan 

kondisi yang memungkinkan perempuan dan anak korban kekerasan 

kembali berdaya secara utuh sehingga mereka dapat mengambil 

keputusan untuk dirinya sendiri serta dapat berperan serta secara penuh 

sebagai warga negara.
37

 

3. Rehabilitasi 

 

Rehabilitasi adalah upaya yang ditunjukan terhadap korban dan 

pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, 

dan sosial, agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik 

sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.
38

 

4. Anak 

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat (5), anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan.
39
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 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual” (DPR RI, 2022) pasal 1 ayat (19). 
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5. Korban 

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau 

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas 

perbuatan atau usaha pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana.
40

 

6. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan 

seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang 

tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual 

terletak pada ancaman verbal dan pemaksaan atau tindakan.
41

 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis 

operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi 

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan 

masalah lainnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini pendekatan yang dilakukan termasuk jenis 
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penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan 

salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji 

bekerjanya hukum didalam masyarakat
.42

 

Bila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk 

memberikan gambaran secara konkret, sistematis, dan menyeluruh 

mengenai objek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, 

membandingkan, dan juga memberikan makna dengan segala hal 

yang berhubungan dengan permasalahan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

 

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

 

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan 

cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang 

dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang 

mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam 

melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan 

digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum 

yang mengatur mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak 
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Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana 

sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peter 

Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:"
43

 

"Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan 

praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka 

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi 

dan kesesuaian antara suatu Undang- Undang dengan Undang- 

Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang 

Dasar atau antara regulasi lainnya. Hasil dari telaah tersebut 

merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. 

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari 

ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut". 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

 

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa :
44

 "Pendekatan 

konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan 
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sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi" untuk memahami pendapat 

dan teori yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, 

digunakan pendekatan konseptual. 

c. Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach) 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menelaah 

hukum dari sudut sosial, hal ini dikarenakan dimanapun hukum itu 

berada, bekerjanya hukum tentu tidak terlepas dari realita sosial 

dalam masyarakat. Permasalahan sosial yang diangkat dalam 

penelitian ini memerlukan pendekatan sosiologis dalam analisis 

permasalahan hukum. Pendekatan hukum yuridis sosiologis dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah sosial secara akurat untuk 

mengembangkan undang-undang formal yang tepat untuk 

mengaturnya 

2. Pahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

kontrol sosial secara spontan atas beberapa penyimpangan hukum 

formal 

3. Untuk memahami proses pelembagaan hukum formal dalam 

konteks budaya tertentu 

4. Untuk memahami alasan banyak penyimpangan dari hukum 

formal tertentu 

5. Identifikasi model hubungan antara mereka yang berkuasa di satu 



34 
 

 

sisi dan publik di sisi lain serta faktor-faktor sosial yang 

mempengaruhinya. 

6. Identifikasi hukum formal yang dapat tetap ada, apakah 

perubahan diperlukan atau apakah harus dihapus seluruhnya 

dalam konteks komunitas tertentu. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan dalam 

melakukan penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi ialah keseluruhan atau sekelompok item yang memiliki ciri- 

ciri yang sama. Populasi dapat berupa sekelompok individu, benda, 

baik yang hidup maupun yang mati, kejadian, situasi, periode, atau 

lokasi yang memiliki sifat atau serangkaian ciri yang serupa.
45

 

Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup semua pihak yang 

terlibat dalam pemenuhan hak atas pemulihan rehabilitasi mental 

terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Musi 

Banyuasin. Purposive sampling, merupakan suatu metode pemilihan 

sampel dimana peneliti secara sengaja menggunakan kriteria-kriteria 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
46
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Kriteria dan pertimbangan penentuan sampel adalah berdasarkan 

jabatannya sebagai pejabat atau petugas DP3A Kabupaten Musi 

Banyuasin dan 1 (satu) orang anak sebagai korban kekerasan seksual. 

Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Petugas DP3A 

Kabupaten Musi Banyuasin yaitu : 

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

DP3A Kabupaten Musi Banyuasin 

b. Kepala Bidang Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Musi 

Banyuasin 

c. Kepala Seksi Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Musi 

Banyuasin 

d. 1 (satu) orang anak sebagai korban kekerasan seksual. 

 

5. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder : 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

otoritas. Dimana daam hal ini bahan hukum perimer adalah 

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang- 

undangan
47

. Adapun bahan hukum primer yang di gunakan 

adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual; 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak; 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia; 

6. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu 

bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 

7. Wawancara dengan Kepala Dinas DP3A Kabupaten 

Musi Banyuasin, Kepala Bidang Perempuan dan Anak 

DP3A Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Seksi Bidang 

Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Musi Banyuasin 

dan 1 (satu) orang anak korban kekerasan seksual. 

b. Sumber hukum sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari 

telaah pustaka, yang meliputi catatan resmi, buku tentang pokok 

bahasan penelitian, hasil penelitian, jurnal, dan peraturan 

perundang-undangan.  Telaah  pustaka  digunakan  untuk 
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menunjukkan cara mengatasi masalah penelitian. 
48

 

 

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel merupakan contoh 

bahan hukum tersier, yaitu terbitan apa pun yang memuat 

konsep dan informasi dari bahan hukum primer dan tersier. 

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Teknik Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan 

dua pendekatan, yaitu : 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan menggunakan wawancara, yaitu diskusi dua 

arah yang diprakarsai pewawancara untuk mengumpulkan 

informasi dari informan.
49

 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

 

Untuk memperoleh data sekunder, studi pustaka ini dilakukan 

melalui sejumlah kegiatan membaca, mengutip, 

mendokumentasikan buku, dan menelaah peraturan perundang- 

undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

7. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum 

 

Analisis data pada penelitian ini memakai analisis kualitatif, yang 

mencakup penyajian, penggambaran karakter, dan penjelasan data 

berkualitas tinggi dalam kalimat-kalimat yang teratur, kohesif, dan 

tidak tumpang tindih secara efisien untuk membantu pemahaman dan 
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Aditya Bhakti, hlm.289. 
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interpretasi data.
50

 Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah 

untuk meneliti fenomena lapangan tentang Pemenuhan Hak Atas 

Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin). 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk 

menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu 

penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik 

penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan 

kesimpulan deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada 

hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara 

khusus.
51

 Sehingga dapat diperoleh benang merah atau 

kesimpulan terkait persoalan yang diteliti oleh penulis. 
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